
 

WALI KOTA BONTANG 
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

 
PERATURAN WALI KOTA BONTANG  

NOMOR  10 TAHUN 2023 

TENTANG 

TEKNIS PENGADAAN, PENGELOLAAN, DAN PENYALURAN CADANGAN 
PANGAN PEMERINTAH DAERAH  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA BONTANG,  

Menimbang  :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan 
Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara 

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, 
perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Teknis 

Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan 
Pemerintah Daerah; 

  
 

Mengingat  : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945;  

2.  Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, 

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota 
Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 175) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 
tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6766);  

3.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856);  

 
 
 

 

SALINAN 



- 2 - 

 

4.  Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2021 
tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang 
Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Bontang Nomor 61);  
 

MEMUTUSKAN: 
 

 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA  TENTANG TEKNIS PENGADAAN, 
PENGELOLAAN, DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN 

PEMERINTAH DAERAH.  
 

  

BAB I 
KETENTUAN UMUM  

  

Pasal 1 

  Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:  

                           1.  Daerah adalah Kota Bontang.  

                           2.  Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.  

                           3.  Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom Kota Bontang.  

                           4.  Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber 
hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, 
perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang 

diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai 
makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, 

termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, 
dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses 

penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan 
atau minuman.  

                           5.  Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan pokok yang 

diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar 
masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan 

harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas 
ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.  

                           6.  Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan 
Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah 

Daerah.  

                           7.  Tim Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah 
adalah tim yang dibentuk Wali Kota untuk memverifikasi 

permohonan, memberikan rekomendasi dan 
melaksanaan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah 

Daerah.  

                           8.  Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat 

BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian 
besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan 
secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang 

dipisahkan.  
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                           9.  Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat 
BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian 

besar modalnya dimiliki oleh Daerah.  

                           10.  Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat 

atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan 
keamanan pangan tidak cukup untuk memenuhi standar 

kebutuhan biologis bagi pertumbuhan dan kesehatan 
sebagian besar masyarakat.  

                           11.  Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan 

perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan 
infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau 

tinggi badannya berada dibawah standar yang ditetapkan 
oleh menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dibidang kesehatan.  

  

BAB II 
PERENCANAAN  

  

Pasal 2 

                           (1)  Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pangan 

menentukan jenis dan menghitung jumlah Pangan Pokok 
Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

                           (2)  Penentuan jenis dan penghitungan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar 

mengalokasikan anggaran pengadaan Cadangan Pangan 
Pemerintah Daerah.  

                           (3)  Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu 
sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
Keputusan Wali Kota.  

  

BAB III 
PENGADAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH  

  

Pasal 3 

                           (1)  Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi 
urusan Pangan melakukan pengadaan Cadangan Pangan 
Pemerintah Daerah berdasarkan jenis dan jumlah Pangan 

yang telah ditetapkan.  

                           (2)  Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 
secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan 

Daerah.  

  

Pasal 4 

  Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dibidang pengadaan barang/jasa.  
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Pasal 5 

  Dalam hal pengadaan dilakukan melalui kerja sama, 

Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pangan 
melakukan identifikasi terhadap BUMN atau BUMD dibidang 

Pangan yang dapat melakukan kerja sama.  

  

BAB IV 
PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH  

  

Pasal 6 

                           (1)  Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi 

urusan Pangan melakukan pengelolaan Cadangan 
Pangan Pemerintah Daerah.  

                           (2)  Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:  

    a.  penyimpanan;  

    b.  perawatan; dan  

    c.  pelepasan.  

                           (3)  Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 

melalui kerja sama dengan BUMN atau BUMD dibidang 
Pangan.  

  

Pasal 7 

                           (1)  Penyimpanan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah 

disimpan pada gudang cadangan pangan milik 
Pemerintah Daerah.  

                           (2)  Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki gudang 
cadangan pangan, penyimpanan Cadangan Pangan 
Pemerintah Daerah dilaksanakan di gudang milik BUMN 

atau BUMD dibidang Pangan berdasarkan perjanjian 
kerja sama.  

  

Pasal 8 

                           (1)  Perawatan dilaksanakan untuk menjaga kualitas 
Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang disimpan.  

                           (2)  Dalam hal Cadangan Pangan Pemerintah Daerah 

disimpan pada gudang milik BUMN atau BUMD, 
perawatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah 

dilaksanakan oleh BUMN atau BUMD dibidang Pangan 
berdasarkan perjanjian kerja sama.  

  

Pasal 9 

                           (1)  Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah 

dilakukan melalui cara:  

    a.  penjualan;  

    b.  pengolahan;  

    c.  hibah; dan/atau  

    d.  penukaran.  



- 5 - 

 

                           (2)  Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
dilakukan dengan harga dibawah harga eceran tertinggi 

Pangan Pokok Tertentu.  

                           (3)  Uang hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) disetor ke kas Daerah.  

                           (4)  Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

dilakukan dalam rangka memperbaiki mutu beras 
dengan memenuhi persyaratan keamanan Pangan dan 
melakukan pengisian sejumlah susut oleh akibat 

pengolahan.  

                           (5)  Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat 

berupa pengolahan menjadi bahan pokok atau makanan 
yang bernilai ekonomi lebih tinggi.  

                           (6)  Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi 
urusan Pangan dengan memberdayakan pelaku usaha 

mikro dibidang Pangan.  

                           (7)  Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

dilakukan untuk mendukung program Pemerintah 
Daerah dan/atau bantuan kemanusiaan.  

                           (8)  Penukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 
dilakukan untuk menjaga mutu dari Cadangan Pangan 
Pemerintah Daerah tersebut.  

                           (9)  Penukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dalam 
hal Cadangan Pangan Pemerintah Daerah disimpan di 

gudang BUMN atau BUMD dibidang Pangan.  

  

BAB V 
PENYALURAN  

  

Bagian Kesatu 
Sasaran  

  

Pasal 10 

  Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan 
sasaran:  

                           a.  masyarakat yang mengalami Rawan Pangan pasca 

bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial, 
dan/atau keadaan darurat;  

                           b.  masyarakat miskin yang mengalamai Rawan Pangan, 
Stunting dan gizi buruk; dan  

                           c.  masyarakat penerima bantuan Pangan dalam rangka 
mendukung program Pemerintah Daerah.  
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Bagian Kedua 
Tata Cara Penyaluran  

  

Pasal 11 

                           (1)  Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah 
dilakukan berdasarkan:  

    a.  perintah Wali Kota; atau  

    b.  permohonan Perangkat Daerah terkait.  

                           (2)  Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tahapan:  

    a.  Wali Kota memerintahkan kepada Perangkat Daerah 

yang membidangi urusan Pangan untuk menyiapkan 
pelaksanaan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah 

Daerah kepada masyarakat yang terdampak atau 
kepala Perangkat Daerah terkait mengusulkan kepada 
Wali Kota melalui kepala Perangkat Daerah yang 

membidangi urusan Pangan terkait permohonan 
penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;  

    b.  Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pangan 
berkoordinasi dengan Tim Penyaluran Cadangan 

Pangan Pemerintah Daerah untuk melakukan 
verifikasi;  

    c.  Tim Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah 

melakukan verifikasi untuk mendapatkan informasi 
tentang jumlah sasaran dan lokasi masyarakat yang 

terdampak;  

    d.  berdasarkan hasil verifikasi, Tim Penyaluran Cadangan 

Pangan Pemerintah Daerah melakukan rapat 
koordinasi sebagai dasar pemberian rekomendasi 
penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;  

    e.  rekomendasi disampaikan kepada Wali Kota melalui 
kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan 

Pangan;  

    f.  Wali Kota memberikan persetujuan untuk melakukan 

penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;  

    g.  berdasarkan persetujuan Wali Kota, ditetapkan 
Keputusan Wali Kota tentang penerima Cadangan 

Pangan Pemerintah Daerah disertai dengan jumlah dan 
lokasi sasaran;  

    h.  Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan 
Pangan mengajukan permohonan kepada BUMN atau 

BUMD dibidang Pangan untuk mengeluarkan 
Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sesuai jumlah 
yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota 

sebagaimana dimaksud pada huruf g;  

    i.  Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang telah 

dikeluarkan dari BUMN atau BUMD dibidang Pangan 
menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang 

membidangi urusan Pangan;  

    j.  penyerahan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah 
kepada masyarakat dapat dilakukan oleh Tim 

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah 
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dan/atau Perangkat Daerah terkait yang mengusulkan 
Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;  

    k.  penyerahan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah 
kepada masyarakat harus disertai dengan berita acara 

serah terima; dan  

    l.  dalam hal penyaluran dilakukan oleh Perangkat 

Daerah terkait, Perangkat Daerah terkait segera 
melaporkan realisasi penyaluran Cadangan Pangan 
Pemerintah Daerah kepada Perangkat Daerah yang 

membidangi urusan Pangan dengan melampirkan 
daftar penerima bantuan dan dokumentasi kegiatan 

penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.  

  

Pasal 12 

                           Dalam hal Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang sudah 
dikeluarkan dari gudang penyimpanan dan terdapat sisa dari 

penyaluran, Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat 
disalurkan kembali kepada sasaran lain yang masih sesuai 

dengan kriteria penerima bantuan atau dilakukan pelepasan 
atas persetujuan Tim Penyaluran Cadangan Pangan 

Pemerintah Daerah.  

  

BAB VI 

PERJANJIAN KERJA SAMA  

  

Pasal 13 

                           (1)  Perjanjian kerja sama dilaksanakan dalam hal Perangkat 

Daerah yang membidangi urusan Pangan telah 
menetapkan BUMN atau BUMD dibidang Pangan yang 
dapat melakukan kerja sama.  

                           (2)  Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan.  

                           (3)  Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), paling sedikit memuat:  

    a.  maksud dan tujuan;  

    b.  ruang lingkup;  

    c.  jangka waktu;  

    d.  hak dan kewajiban para pihak;  

    e.  biaya;  

    f.  force majeure;  

    g.  penyelesaian perselisihan; dan  

    h.  sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.  

  

Pasal 14 

  Perjanjian kerja sama pengadaan harus memuat:  

                           a.  kualitas Pangan Pokok Tertentu yang harus disediakan 

sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah 
merupakan kualitas medium baik dan layak sesuai 

dengan standar nasional;  
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Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

 
  

 
Muhammad Syaifullah, SH, M.Si 

NIP. 197404112000031001 

                           b.  harga Pangan Pokok Tertentu untuk setiap kilogram yang 
disepakati antara Perangkat Daerah yang membidangi 

urusan Pangan dengan BUMN atau BUMD dibidang 
Pangan sesuai dengan ketetapan harga pembelian 

pemerintah; dan  

                           c.  biaya angkut dari gudang penyimpanan BUMN atau 

BUMD dibidang Pangan disesuaikan dengan tarif 
angkutan umum dan menjadi beban Pemerintah Daerah.  

  

BAB VII 
PEMBIAYAAN  

  

Pasal 15 

  Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan 
pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.  

  

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP  

  

Pasal 16 

  Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.  

  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.  

 

 

  
  

 
Ditetapkan di Bontang   

 
pada tanggal  31 Mei 2023 

 
WALI KOTA BONTANG,   

  
  

 
ttd.   

  
  

           BASRI RASE  

  
  

Diundangkan di Bontang 
  

  

pada tanggal 31 Mei 2023  

SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG, 

        

ttd.       

   
  

AJI ERLYNAWATI 
  

  

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2023 NOMOR 10  

   
  

   
  

 

 

 


